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IKCABUPATEN WAY KANAN

bahvvar dadam gk penanggolangan bahaya narkobi telah dibentak Forum
Koordinast Badin Markotika Kabupaten Way Kanan sehagaimani di otur dalam
Peputusan Bupati Way  Kanan Nomor | Talun 2004 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Way Fanan Tahun 2004 Nomor 2) yang iengacu kepada Keputusan
Presiden Nomaor 17 Tahan 2002,

bahwa guna lebib memberdayakan Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota,
Menteri Dalam Negeri dan Kapolri

Nienteri Pemberdavan Aparatur Negara,
alam Negert

telabh membuat keputusan bersama scbagiimania Sural Menteri D
Nomor : 354/022-D.1V Tanggal 13 Januari 2004 dan olch karcna itu, dipandang
perlu untuk menyesuaikan Badan Markotika Kabupaten Way Kanan dimaksud
dengan Keputusan bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri
Dalam Negeri dan Kapolri tersebul;

bahwa schubungan dengan hal tersebu, dipandang perlu untuk meninjau
kembali Keputusan Bupati Way Kanan Nomor | Tahun 2004, dan mengatur
kembali pembentukan Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten Way

Kanan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Momor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan;

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropikay,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 (entang Pembentukan Kabupaten

Dacrah Tingkat 11 Way Kanan, Kabupaten Dacrah Tingkat 1 Lampurg “Timur

dan Kotamadya Dati [1 Metro (L.embaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor

26 Tambahan Lembaran Negara RENomor 3825)

Undang-Undang - Namor 97 Pahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah

(I.embarain Negara Ri Tahun 1999 Namor 60, Tambahan Lembaran Negara Rl
OOy

Tehun 1999 Nomor 3ab). |
Pemerintah Momor 6 Tuhun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Lindang-Undang

Peraturan
Instansi Vertikal di Dacrab,
Peraturan Pemerintah Mowor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
do Kewenangan Propinsi schagai Dacrah Otonom, ( Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor 54, Tambuhan Lembaran Negara RI Nomor 3932).
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Alas Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah (- Lembaran Negara
R[ Tahun 2001 Nomor 41 “Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090).
Keputusian Presiden Namor 74 Tahun 2001 (entang Tata Cara Penzawasan
nerintahan Dacrah.

Peryelenggaraan Pe
Nomor 17 tahun 2002 wentang Badan Narkotik Nas,onal.

Keputisan Presiden



10. P’cmtur:\n Dacrah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 ‘Tahun 2000 tentang
I‘TC\\‘lengnn Kabupaten Way Kanan (Lembaran Dacrah  Kabupaten Way
Kanan Nomor 28 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 24).

1. l:cr:llurzm Dacrah Kabupaten Way  Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang
L\Ok‘(';Clll}:l Slr;uc_iik'gl{cnslru) Kabupaten Way Kanan (I.embaran Dacrah Tahun
-000 Nomor 24), Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 39).

; lfcmluran Dacrah Kabupaten Way Kanan Nomer 1 tahun 2004 tentang APBD
Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 (Lembaran Dacrah tahun 2004 Noror 1).

9

b 4

Memperhatikan

. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/07/X1/2001/3NK
tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Propinsi Kabupaten Kota;

2. Surat Keputusan  Ketua Badan Narkotika  Nasional - Nonor:
SKEP/O6/XI2000 tanggal 23 Nopember 2000 tentang Susunan Pengurus
Badan Koordinasi Narkotika Kabupaten;

3. Surat Keputusan bersama Men PAN, Mendagri,
dan Kapolri sclaku Ketua BNN Nomor GI/SKB/M.PAN/12/2003, 127
tahun 2003 .01/SKBAXT/2003/BNN, tanggal 15 Daesember 2003 tantang
Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika 'rovinsi dan Badan Narkotika
Kabupaten/Kota.
MENUTUSKAN :
Mencetapkan KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBLENTUKAN

FORUM KOORDINASI / BADAN NARKOTIKA KARUPATEN
WAY KANAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

Dacrah adalah Kabupaten Way Kanan

]

2 pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten Way Kanan

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan '

4 Forum Koordinasi /Badan Narkotika Kabupaten yang sclanjutnya dapat discbut
BNK adalah Forum Koordinasi /Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan.

5. lembaga Swadaya Masyarakal yang sclanjutnya dapat discbut LSM adalah

|.embaga Swadaya Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan.



BAB 1]
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Ecngan Keputusan ini dibentuk Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten Way
Naonan.

DAB 1T
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten sclanjutnya disingkat BNK mcrupakan
argamsast foram diluar strukur organisasi

perangkal dacrah, yang dibentuk dan berada
di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan schagai mana yang
dimaksud dalam pasal 1.

-

Pasal 4

IForum Koordinasi /Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati

dalam:

2. Mclakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta
masyarakal yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prckursor dan bahan
Adiktif lainnya di dacrah.

b.

Mecrumuskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan serta langkah antisipasi
pcenyalahgunaan Madat, Napza, Narkoba dan  operasionalisasi pcnanggulangan
dalam bentuk program pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh
kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktir lainnya
vang dilakukan olch Instansi Pemcrintah dan Organisasi non Pemerintah maupun
peran serta Masyarakat,

c. Mecngkoordinasikan Dinas /Instansi/Lembaga Pemerintah terkait  bersama Lembaga
Non Pemcrintah di Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan kebijakan umum dan
tcknis serta pelaksanaannya dibidang antisipasi penccgahan penanggulangan dan
petnberantasan penyalahgunaan serta peredaran pelap narkotika, psikotropika
prekursor, dan Zat Adikul lamnya. . '

d. Menyusun laporan  sccara berkala kepada Bupati tentang pelaksanaan kcgiatan

amiéipasi dan penanggulangan yang tclah dilakukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, I'orum Koordinasi /Badan
Narkotika Kabupaten mempunyal tugas:

a. Mecngupayakan agar Dinas/lnslansi/Lcn'nb'aga Pemerintah _wrkail b'crsama _Lcmbaga
Non Pemerintah didacrahnya (lapﬂ.l mcnylap.k.an d.ala dan informasi yang ‘dlpcrlukan
dalam penyusunan kebijakan dibidang antisipasi pcﬁnccguhla’n dz)m pcmo‘crantagan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Nal‘kqllka, Psikotropika, Prckursor dan Zat

b Qiclll‘:\\ll:L:::;:;{I:\)nd’upnyu-upuyu penanggulangan sceara sistimalis, lcrci\c;um, erpadu,

' dan  terkoordinasi  dengan mc.!ilmll(zm scgenap clgmcn ”pc:*.m"nn.lm. n'uﬁupfm
masvarakat sesuai dengan kebijakan - yang telah ditetapkan, serta melakukan
pcm'(:c.'ulmn masalah dalam sctiap pelaksanaannya;
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¢ Melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor
dans Zat Adikur lainnya melalui pelaksanaan tugas Forum Kordinasi /  Badan

"o teArilon K- - . wnle @ ?
Narxotika Kabupaten termasuk saluan-satuan tugas yang dibentuknya.
|

do Melaksanakan kerjasama nasional, regional/antar  dacrah  dan wilayah dacrah
kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prckursor
dan Zat Adikuf lainnva, .

¢. Mengembangkan svstem informast penanggulangan narkotika
psikotropika.prekursor  dan Zat  Adiktf lainnya bekerjasama dengan  Badan
Narkouika Nasional.

f. Pclaksana harian mempunyai tugas memberikan dukungan stal dan administrasi

kepada BNK serta melaksanakan tugas operasional BNK.
Pasal 6

Unk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 4 Forum koordinasi / Badan narkoba
Kabupaten menyclenggarakan Fungsi:
a. Koordinasiinstansi pemerintah - terkait - dan masyarakat  di - dacrahnya  yang
berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan, penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan Adiktil lainnya.

b. Pclaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan kelersediaan,
pencegahan, dan penececgahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan Adiktif lainnya.

c¢. Mendorong peran  scrla  masyarakal yang berhubungan dengan  pengawasan
ketersedian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan Adiktif lainnya.

BAB IV .
ORGANISASI

Pasal 7

BNK terdiri dari scorang kctua dan wakil ketua scrta pelaksana harian yang terdiri
dari sckretariat tctap dan satuan tugas sesuai kebutuhan dan scjumlah anggota yang
mewakili unsur pemerintah dacrah yang mempunyai komiunen dibidang pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,  psckitropika,
prekursor dan bahan Adiktf lainnya

Yasal 8

Susunan Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupalen terdiri dari:
Kctua;
Wakil Ketui;
Kctua Pelaksana IHarian;
Wakil Ketua Pelaksana Farian (Wakil Kalakhar I);
Wakil Ketua Pelaksana Harian (Wakil Kalakhar [1);
Sckrelaris;
Wakil Sckretaris 1;
\Wakil Sckretaris I,
Bidang Promotif dan Preventif;

. Bidang Pencgakan Hukum;

. Bidang Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi;

. Bidang Data dan Informasi;
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Susunan Organisasi Sckretariat Tetap Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten
yang unsur-unsurnya terdiri dari
1. Kepala Sckraariat;
. Wakil Kepala Sckretariat [;
. Wakil Kepala Sckretariat 11,
Bagian Perencanaan l’mgrum;
Bagian Penanganan Informasi dan Pclaporan;
6. Bagian Pemantauan dan 1ivaluasi Upaya Penanggulangan.

[R5 I

Pasal 9

(1) Sckretariat Tetap Forum Koordinasi / Badan Narkotika mempunyai tugas scbagai
berikut :

a. Mcn}'clcnggaraka'n pertemuan-pertemuan sccara berkala dan penycdiaan  bahan-
bahan pertemuan yang diolah dari laporan bidang-bidang,;

b, Mclakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Forum Koordinasi/
Badan Narkotika Kabupaten;

¢. Menyiapkan umpan balik data/informasi ke Forum Koordinasi / Badan Narkotika
Kabupaten Way Kanan, Badan Narkotika Provinsi Lampung dan Badan Narkotika
Nasional;

Jdo Memtasilitasi pelaksanaan tugas bidang-bidang agar masing-masing bidang berjalan
sesuai rencana,

c. Mecnvusun laporan sccara berkala tentang tugas Forum Koordinasi / Badan
Narkotika Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada ketua BNN.

~(2) Unwuk menyclenggarakan tugas scbagaimana terscbut pada ayat (1) Pasal ini,
Sckretariat Tetap Forum Koordinasi /Badan Narkotika Kabupaten mempunyai [ungsi
scbagai pengumpul data, informasi dan administrasi scrta penyiapan laporan-laporan
kegiatan dan cvaluasi dalam rangka mcmbantu kclancaran tugas opcrasional TForum
Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten.

Pasal 10

Bidang-bidang scbagaimana dimaksud pada pasal 8 keputusan ini,mempunyai fungsi

scbagai wadah koordinasi dalam pengelompokkan kerja yang bersifat tckhnis atas suatu

permasalahan  di bidang penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran

oclap Narkoba di Kabupaten,dengan tugas scbagai berikut;

a. Melakukan supervisi dan penentuan pokok permasalahan sesuai dengan bidang masing-
masing.

b. Mclakukan pengumpulan data dan permasalahan sesuai bidang tugas.

¢. Meclaksanakan dan menindaklanjuti arahan dan Kkebijaksanaan dari Ketua Forum
Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten.

d. Melakukan evaluasi dan perumusan dari bidang kerja masing-masing untuk diteruskan
kepada bidang di sckretariat Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten.

¢. MNemberi saran  dan pertimbangan atas permasalahan tckhnis sesuai bidang masing-

masing.

Melakukan pertemuan secara berkali,

Menyampaikan laporan alas pclaksanaan tugas kepada Kctua lForum Xoordinasi/

Badan.

-

a
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o BAB V
FATATIUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan t K

AT melansanakan tugasnya BNK Kabupat ay K

i ANG cn Way Kanan berpe da
kebijakan dan Strategr BNN. ’ R bepedeman padk
Hubungan kerja BNE Kabupaten W
koordinasi Tungsional,

Retua BNK Kabupaten Way Kan

ay Kanan dengan BNP dan BNN adalah [Tubungan

el - ‘ an mengadakan rapat Koordinasi secara berkala
k .‘ . ‘{: '1 r}..mltn_\.\ 1 (satu) bulan atau scwaktu-wakiu sesuat dengan Kebutuhan,
Cliy BN Rabupaten Wav © 1. .
et upaten Wav Kanan mclaporkan pelaksanaan dan oenyclenggeraan
S Uan 'S ‘N NCt . N 4 o R
e l:”g. mya kepada Bupati W ay Kanan sccara berkala atau sewaktu-wiktu
dengzm tembusan Lepada Ketua BNN

Kot DNK R abuesaten B v ~
' KN Kabupaten W, Ay Kanan dapat mengundang: pejabat lerten’u atau unsur-unsur
i s o terd

artuntab Tadie dolam rapat atau pertemuan BN mengihutsertakannnya

dala elah« | TN G . :
Lk pelabcaminan bepratam 1008 veann dengan bidang tugas dan keahlannya.

BAR VI
KEANGGOEAAN

asal 12

(1) Susunan Keanggotaan Dadan narkot:ha Kabupaten adalah scbagai berikut:

Pelindung o Bupan Way Kanan

Pembina ~ b K DPRD Kabupaten Way Kanan

2. Dandim Lasnpung Utara

3. Kapolres Way Kanan

4. Kcjaksaan Negert Blambangan Umpu
IKetua Wakil Bupan Way Kanan.
Wakil Ketua - Sckretaris Dacrah Kabupaten Way Kanan.

Ketua Pelaksana Harian

Asisten | Bidang Pemerintahan, Hukum, dan

Roesepahiteraan Sostal,

Wakil Kalakhar | - Kabag Bina Mitra Polres Way Kanan.

Wakil Kalakhare 1

Schretaris

Wakil Scehoretars |

W akil Sekretavis 11

Ketua DPD Granat Kabupaten Way Kanan.

Kepala Bagran Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
Sctdakab Way Kanan.

Kepala Sub Bagian Kescjahteraan Sostal dan
Ketenagakerjaan.

Kalakhar DPD GRANAT Kabupaten Way Kanan.



| BIDANG-BIDANG

L BIDANG PROMOTIF DAN PREVFNTI}

1. Koordimator

- Kepala Dinas Pepdidd;
_— : : ¢ as Pendidikan K
2. Wakil Koordinator K

W . abupalen Way Kan:
: Kepala Kantor Dep ay Kaaan

arle ama K \
rlemen Agama Kabupaten Way Kanan

Anggota: .
1. Kepala Dinas Pendidikan

2. Kcpala Dinas Perhubungan dan LLAJ

3. Kewa TP PRK Kabupaten Way Kanan

4.

Kepala Dinas PMK Kabupaten Way Kanan
5. Rctua DPD KNPT Kabupaten Way Kanan
6. Kasic Sumber Daya Keschatan Dinas Keschatan Keabupaten W
7. Kapuskodal Polres Kabupaten Way Kanan
8. Kasic Bina Program Dinas SOSNAKIERTRANS Kabupaten Way Kanan
- Wakil Ketua DPD Granat Kabupaten Way Kanan,Bidang Sosialisasi dan Bahaya Narkoba

-

ay Kanan

1. BIDANG PENEGAKAN HUKUM

1. Koordinator : Kasal Reskrim Polres Way Kanan
2. Wakil Koordinator  : Kcepala Bagian [Tukum dan Organisasi Sctdakab Way Kanan
Anggota ‘.

1. Kasic Urais dan Gara Ilaji Kantor Departemen Agama Kabupaten Kanan.

2. Unsur Koramil Kabupaten Way Kanan Pahub Kodim 0412 Lampung Utara

3. Unsur Kejaksaan Negert Kabupaten Way Kanan

4.Wakil Ketua DPD Granat Kabupaten Way Kanan Bidang Advokasi dan Hukum

11 BIDANG TERAPI, PERAWATAN DAN REHABILITASI

1. Koordinator . Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Way Kanan
2. Wakil Koordinator : Kepala Dinas SOSNAKERTRANS KabupatenWay Kanan
Anggota

. e b /nv K
l. Kasic Rchabilitasi Penyandang sosial Dinas SO.SNAEI(I:RTRAN,S Kabupal{:\r,\ \'\ }fl) Kanan
2. Kasic Pelavanan Keschatan Dinas Keschatan Dinas Keschatan Kabupaten Way Kanan

IV.BIDANG DATA DAN INFORMASI

‘ Codim 0412
‘ ' ' K . saten Way Kanan Pahub Kodim
I Koordinator : Kepala Biljwcda Kabup: y
Jampung Utara . -
aki ' ' : l'l Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
2. Wakil Koordinator : Kepala Ki

Kabupaten Way kanan
Angeota o
I Kepala Bagian Humas Setdakab Way Kanan

an Bi >engembangan
2. Wakil Ketua DPD Granat Kabupalen Way Kanan Bidang Pengembe



)

susenan Meaneeotaan Sckretariat Tetan B: :
Susenen heanggotaan Sckretariat Tetap Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan adalah

scbagail burikul:

a. Kepala Sckretariat : Kabag Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
o . Sctdakab Way kanan.
b. \Wakil IKepala Sckretariat :  Kasubbag Kescjahtcraan Sosial pada Bagian Sosial
o . . dan Pemberdayaan Perempuan Sctkab Way Kanan
c. Wakil Kepala Sckretariat . Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Gerakan
Anti Narkotika (DPD-Granat) Kabupatcn Way
Kanan.

BAGIAN-BAGIAN :

I. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

. Xepalz Bagian Bina Mitra Polres Way Kanan
Kasic Bina Program Dinas SOSNAKLERTRANS Kabupaten Way Kanan
. =zsic Sumber Daya Keschatan Dinas Keschatan Kabupaten Way Kanan - -

_ W2kl Ketea DPD Granat Kabupaten Way Kanan.

fa V) 1) ves

1. BAGIAN PENANGANAN INFORMASI DAN PELAPORAN

X zsz21 Samapiz Polres Way Kanan
Xepzla Bagian Humas Sctkab Way Kanan

)

-

—~=)z Bzzian Bina Mitra Polres Way Kanan
Urais dan Gara Haji Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan

-~
P

i W) ) s
2]
\

i

1L BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI UPAYA PENANGGULANGAN

Srelreinrs Dewan Pimpinan Dacrah Gerakan anti Narkotika (DPD-GRANAT)

3

#zbupzicn Way Kanan ‘
“~ Farmasi. Makanan dan Minuman Dinas Keschalan Kabupaten Way Kanan

%z 1lukum Scikab Way Kanan

iz

\q: (%
b R
LA

1)
\
3
W)
Q

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

, : . - ’ : ip F i
Vemsicvoen VaEng diperlukan bag! pclaksanaan dan pcnyclcnggarzan llt g,asd 'c 1anL;ng_s|
BN Hzbupzien Wey Kanan dibcbankan kepada Anggaran pendapatan can clanja

21en Way Kanan.

. 5
\ ey e N e e
L leaub e

N

ak dari dalam maupun Luar Negeri yang

J“"‘ “ : L4 . vy o
S Ay Azt menerima bantuan dan pinak-pih .
] . _(Jf'rcn J dilakukan sesuai dengan ketentuan

mengikol yang pelaksanaannya

Sy J-.—;‘-,undan:_gn Yang bcr]aku. ’

-;)—. -4 J'—""C



Pasal 14

lallUll 2004 dnL’le b} Januan _]004 ( X upati We . I Nemor |

o S Lembar: 4
2004 Nomor 2 ) Tentang Pembentul baran Dacrah Kabupaten Way Kanar Tahun

an Forum K inasi ‘
1 Koordinasi Badan Narkoba Kabupaten

\\( )' l\ "n( n [§ 3 (l. l d H.! l“( l l l “sl ‘ l
/ l d l l 8 l /¢
C“._dn }‘CF)”“! N e " l ) l o l g( lur lnalcri ." <

‘ (4]

Pasal 15

Keputusan — ini i
. i omulai berlaku  sei:
crlaku scjuk tanggal  diundanek '
angkan agar sctiap orang

mengctahuinya, memeri

; merintahk:

el o T l’nhkdn pengundangan keputusan ini

embaran Daerah Kabupaten Way Koo an ini dengan melanjutkannya
[y g,

E'n.cle?[?kan : Blambangan Umpu
ada Tanggal 19 SQQ@M()W 200 ¢

BUPATI WAY KANAN
Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu,
Pada Tanggal \S S&\Q,kv_m&-ﬁ.r 2014

' SEKRETARIS DAERAIT KABUPATEN,

“ Dto.
Ir. IRHAM JAFAR LAN PUTRAM.LI,
Pembina Tk |
NIP. 080 036 412

o ‘
| Ti‘\gSQRA?\: DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
N 304 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Sctdakab Way Kanan

|
~—

NASARUI)DIN. SH., MH
Pembina '
NIP. 710016707




